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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Pasuruan.
Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber informasi
mengenai, bagaimana Proses Pengesahan Nikah dalam Perkawinan Poligami di
Pengadilan Agama Pasuruan, apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim
Pengadilan Agama Pasuruan dalam menyelesaikan pengesahan nikah dalam
perkawinan poligami, dan bagaimana analisis terhadap putusan hakim dalam
mengabulkan pengesahan nikah dalam perkawinan poligami tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu melukiskan
pengesahan nikah dalam perkawinan poligami secara umum, yang ada di Pengadilan
Agama Pasuruan. Kemudian menggunakan analisis isi (countents analysis), yaitu
metode untuk menganalisis putusan (perkara Nomor : 578/Pdt.G/20007/PA Pas)
secara terperinci dengan meninjaunya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Prosedur pengajuan i$bat nikah yang digabungkan dengan izin poligami di
Pengadilan Agama Pasuruan dilakukan sebagaimana prosedur pengajuan perkara di
pengadilan agama seperti perkara lainnya, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan
dalam menyelesaikan pengesahan nikah dalam perkawinan poligami adalah majelis
hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada Poin 4 Pedoman Administrasi dan
Teknis Peradilan Agama Tahun 2007 Buku II. Adapun pertimbangan hukum yang
dipakai dalam menyelesaikan perkara i$bat nikah adalah; pertama, Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Tahun 2007. Kedua, Pasal 49
huruf a Undang-Undang Nomor. 3 tentang Ekonomi Islam, perubahan atas Undang-
Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Analisis terhadap penggabungan /$bat nikah dengan pemberian izin
poligami/pengesahan poligami dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam
menggabungkan perkara isbat nikah dengan poligami tidaklah tepat, karena tidak
satupun perundang-undangan yang ada di Indonesia mengatur masalah tersebut.

Realitas yang ada di lapangan menunjukkan masih ditemukan putusan-
putusan hakim yang tidak memenuhi standar yang ada, baik dari aspek hukum
acaranya maupun penerapan hukumnya, karenanya diharapkan pada para hakim
secara khusus dan juga kepada lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan
membinanya, agar terus-menerus mengupayakan peningkatan profesionalitas para
hakim agama khususnya di Pengadilan Agama Pasuruan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial keagamaan dikenal adanya peristiwa nikah. Hal
tersebut merupakan sunnatullah antara dua orang dengan jenis kelamin berbeda
yang terdapat daya tarik untuk hidup dalam rumah tangga. Pasangan makhluk ini
bila dilihat dari segi fisik maupun psikis terdapat perbedaan, namun, secara
biolagis keduanya saling membutuhkan untuk hidup berpasang-pasangan yang
secara umum berlaku bagi mahluk Tuhan.

Pernikahan di dalam pandangan agama Islam adalah suatu ibadah dan
usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menikah, seorang muslim
akan mendapatkan balasan baik dan pahala. Hal itu jika ia melakukan pernikahan
dengan niat yang ikhlas dan dengan tujuan yang benar, bukan karena dorongan
nafsu hewani.'

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam
masyarakat. Pernikahan itu tidak hanya sebagai salah satu cara untuk
melanjutkan keturunan, tetapi juga dapat dii)andang sebagai salah satu jalan

menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain dan

' Syaikh Ash-Shabuni, Hadjyyatul Afrah Lil °Arusain Az-Zawajul Islamil Mubakkir:
Sa’adah wa Hasanah, di Terjemahkan oleh. Iklilah Muzayyanah Djunacdi, (Jakarta: Mustaqim, 1995),
h. 47-48
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perkenalan itu bisa dijadikan jalan untuk saling tolong menolong.> Dalam Pasal 2
dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan perkawinan menurut Islam
adalah akad yang sangat kuat atau misagan-galizan untuk menaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmal® sebagaimana

firman Allah :
&3303};‘5\" o ),,-”}L;ZJH’ °’L,-l}°)f° rgul:-d‘bb‘gu,n)
0;35«’51 YR RO L Ol
Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuvasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan djjadikan-Nya di antaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar—benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ”(Q.S. Ar-Rum: 21).*

Maksud dan tujuan perkawinan di atas juga terdapat dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan,
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah, merupakan penjelasan dan ungkapan berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa dalam undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa

Umi Kulsum, Risalah Figili Wanita Lengkap, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), h. 275
" Undang-Undang Perkawinan, (Surabaya: Arkola, 2005), h. 7
* Depag R, AI-Qur’an dan Torjeimahnya, (Surabaya: Mahkota. 1989), h. 437
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perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh kerena itu
orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.

Disamping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah,
perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus
dijaga dan diperlakukan dengan baik, dan ia diambil melalui prosesi keagamaan
dalam akad nikah.

Dalam pandangan Islam, disamping perkawinan itu sebagai perbuatan
ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah rasul. Sunnah Allah berati,
menurut kudrah dan iradah Allah dalam penciptaan alam ini. Sedangkan sunnah
rasul berarti, suatu tradisi yang yang telah ditetapkan rasul untuk dirinya sendiri
dan untuk umatnya.’

Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
menpunyai satu istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari
seorang apabila dikehendaki oleh yang bersagkutan. Poligami bukanlah suatu hal
yang dianjurkan dalam agama Islam, sebaliknya, juga bukan suatu larangan,
tetapi, Islam memberikan peluang untuk berpoligami sebagai upaya untuk
mengatasi kepentingan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan

para pelakunya dan bukan hanya untuk menyalurkan sex semata.

© Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Putra Grafika, 2000), h. 40



Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami, akan tetapi, membatasi
poligami sampai empat orang istri. Agama Islam juga memenetapkan syarat dan
batasannya dan tidak mengizinkan seseorang mempunyai beberapa orang istri.®

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa poligami tidak dianjurkan, akan
tetapi, dibolehkan dengan syarat berlaku adil terhadap para istri-istrinya dan bila
tidak mampu maka Allah menganjurkan agar tidak berpoligami. Seperti firman

Allah dalam al-Qur’an:
el S ;L...mu, rSJ L G 1,,&19 S & ‘M Uig,ib o;,
1m0 (3 s (S0 S 1 B 1 s O e 06 355
Artinya: "Dan jika kamu tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan
yaitu: (bila kamu mengawinnya), maka kawinilah wanita-wanita lain
yang kamu senangi, dva,tiga, empat. Kemudian, bila kamu tidak bisa
berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak yang kamu

miliki, yang demikian itu dekat kepada yang tidak berbuat aniaya. (Q.S..
An-Nisa’: 3).7

Mengenai alasan-alasan poligami telah diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf
a, b dan ¢ Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
disebutkan, seorang suami dapat melakukan poligami apabila:
a) Istri tidak dapat melakukan kewajiban sebagai istri.
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan;

c) Istri tidak dapat melahirkan.

¢ Syaikh Ash-Shabuni. / ladiyyatul Afrah Lil "Arosain. h. 324
" Depag Rl, A/-Qur'an Jan Terjemahnya h. 115



Apabila ketiga poin ini terpenuhi maka pengadilan dapat memberkan izin
berpoligami kepada suami. Namun demikian, dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a, b, ¢
Undang-Undang Nomor. 1| Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan, untuk
dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, seorang suami yang hendak
melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.

b) Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-
istri dan anak-anak mereka.

¢) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-
anak mereka.®

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
disebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepércayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. |

Bedasarkan pasal tersebut, perkawinan harus dilakukan secara sah
menurut ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya dan juga harus

sah menurut negara. Artinya, suatu perkawinan yang telah dilakukan secara sah

menurut ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya juga harus

¥ Undang-Undang Perkawinan, h. 6-7



mengikuti tata cara perundang-undangan yang belaku. Salah satunya adalah
hendaknya perkawinan itu dicatatkan pada Petugas Pencatat Perkawinan.

Syarat-syarat Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi syarat formil dan materiil. Syarat
materiil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai,
sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus
dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Adapun syarat
formil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan pernikahan kepada Pegawai
Pencatat Perkawinan.

2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

3. Pelaksanaan Perkawinan menurut hukum agamanya.

4. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan.’

Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang syarat-syarat
perkawinan yang harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, akan
tetapi, masih banyak dari masyarakat yang tidak mentaatinya. Sebab
pemahaman masyarakat terhadap sahnya perkawinan adalah apabilah perkawinan

yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama

dan kepercayaannya, tanpa memerlukan adanya pencatatan yang resmi.

® Ibid, h. 42-44



Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
pemahaman tersebut kurang tepat, seharusnya, perkawinaan dilakukan sesuai
keabsahan nikah yang diatur oleh agama dan kepercayaanya serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, perkawinan dianggap sah
apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta dicatatkan di
Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam tampak lebih menekan
pada aspek pembuktian, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 7 ayat 1
dan2;

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuatkan oleh
Pegawai Pencatat Pekawinan/ Nikah (PPN).

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibukttikan dengan akta nikah, dapat
diajukan 75bat nikahnya ke Pengadilan Agama.'®

Isbat nikah merupakan pengesahan nikah yang dilakukan oleh suami di
Pengadilan Agama , Perlunya pengesahan nikah ini dikarenakan kebutuhan untuk
memperoleh akta nikah dalam rangka mengurus keperluan yang mendesak,
misalnya, untuk perceraian, pensiunan, pengesahan anak, pengurusan harta waris
'dan lain sebagainya. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974

YIKPI, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: I'okusmedia, 2005), h. 8



ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974

1. Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran nikah, kutipan
pendaftaran cerai dan kutipan buku pendaftaran cerai dan kutipan buku
pendaftaran rujuk hilang atau rusak, padahal diperlukan, maka orang yang
bersangkutan dapat meminta duplikat surat-surat itu ke kantor yang dahulu
mengeluarkannya.

2. Untuk mendapatkan duplikat seperti itu tidak dipungut biaya kecuali ada
peraturan lain.

3. Jika kantor yang dahulu yang mengeluarkan surat-surat itu tidak dapat
membuat duplikatnnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau
karena sebab-sebab lain, maka untuk menetapkan adanya pernikahan, talak
atau rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan pengadilan agama."!

Sedangkan di dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan,
ishat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

2. Hilangnya Akta Nikah;

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 dan;

'"" Undang-Undang Perkawinan di Indoncsia, h. 64



5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.'?

Pengadilan Agama Pasuruan, telah menerima perkara Pengesahan Nikah
dalam Pernikahan Poligami yang tercatat dalam buku Register Perkara Nomor :
578/Pdt.G/PA.Pas. Adapun yang dimaksud dengan isbat nikah adalah
pengesahan nikah yang dilakukan oleh suami melalui pengadilan agama. /$bat
nikah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam hal
perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Zsbat
nikahnya ke pengadilan agama. Sedangkan yang dimaksud dengan izin poligami
adalah izin yang diberikan Pengadilan Agama kepada suami untuk mengawini
beberapa (lebih dari satu) orang istri. Izin poligami diatur dalam Pasal 4 ayat 1
dan 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Pernikahan.

Permohonan isbat nikah dan izin poligami dilihat dari jenis perkaranya
adalah berbeda dan tidak bisa digabung. Permohoman ishat nikah adalah
termasuk perkara voluntair 3 dan izin poligami adalah termasuk perkara

kontensius.'* Produk hukum dari pengadilan tentang kedua jenis perkara tersebut

"2 Kompilasi Hukum Islam, h.7-8
" Perkara voluntair yaitu perkara vang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat

sengketa, schingga tidak ada lawan. Mukti Ao, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.
(Yogyakarta: 'ustaka Pelajar, 2005), h. 41
' perkara kontentius yaitu perkara gugatan atau permohonan yang di dalamnya mengandung

sengketa antara pihak-pihak. /bid.
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juga berbeda, voluntair berupa penctapan dan yang kontensius berupa putusan.
Upaya hukumnya juga berbeda, isbat nikah, upaya hukumnya kasasi, sedangkan
izin poligami, upaya hukumnya banding. Namun, di Pengadilan Agama Pasuruan,
kedua masalah tersebut diperiksa dan diputuskan dalam satu majelis.

Melihat fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan tersebut
penulis bermaksud melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui
proses penyelesaian perkara tersebut, untuk mengetahui apa alasan dan dasar
hukum dari majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menerima
pengesahan nikah dalam perkawinan poligami. Inilah yang menjadi fokus utama

dari penelitian yang saya lakukan.

B. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana proses persidangan pengajuan pengesahan nikah dalam
perkawinan poligami di Pengadilan Agama di Pasuruan?
2. Apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan
dalam menyelesaikan pengesahan nikah dalam perkawinan poligami?
3. Bagaimana analisis terhadap hasil putusan majelis hakim sehingga

mengabulkan pengesahan nikah dalam perkawinan poligami tersebut?



11

C. Kajian Pustaka

Pemohonan isbat nikah dan izin poligami sebenarnya sudah ada
penelitian terdahulu yang membahasnya. Misalnya, skripsi yang ditulis oleh Ana
Azizah yang berjudul “/sbat Nikah terhadap Kehidupan Sosial (Studi
Pelaksanaan Z$bat Nikah Crash Program di Kecamatan Dlagu Kabupaten
Mojokerto). Skripsi ini merupakan studi lapangan, danTema ini berangkat dari
pemahaman penulisnya tentang ketentuan perkawinan yang dilihat dari figih
sentries, cukup memenuhi syarat dan rukun figihnya saja, tanpa diikuti dengan
Pencatatan Perkawinan. Sekaligus perkawinan ini banyak dipraktekkan
dimasyarakat yang biasa disebut nikah sirri. Dengan demikian perkawinan
tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan di Indonesia baik ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi
Hukum Islam. Untuk menyikapi kondisi demikian, penulis mencari solusi agar
perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, dapat mempunyai hukum
tetap dengan mencatatkan perkawinan tersebut dengan melalu 7§bat nikah.'®

Adapun masalah poligami, pernah diangkat oleh saudari Sriwayuni
dengan judul “Penyelesaian Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo”. Skripsi ini

studi lapangan, tentang pemberian izin poligami dengan alasan gairah sex yang

'* Ana Azizah Isbat Nikah tcrhadap Kehidupan Sosial (Pelaksanaan Isbat Nikah Crash
Programn di Kecamatan Dlagu Kabupaten Mojokerto), Skripsi pada Jurusan Ahwal As-Syakhsivah
Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000
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E. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal

sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dan menambah wawasan pikiran pembaca pada umumnya, khususnya bagi
mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang ahwalus syaksiyah tentang
masalah pengesahan nikah dalam perkawinan poligami di Pengadilan Agama
Pasuruan.

2. Kegunaan Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber
informasi mengenai bagaimana proses pemeriksaan perkara pengesahan

nikah dalam perkawinan poligami.

F. Defenisi Operasional
Untuk mempermudah memahami judul skripsi ini penulis akan
menguraikan maksud dari Pengesahan Nikah dalam Perkawinan Poligami di
Pengadilan Agama Pasuruan tersebut. Adapun yang perlu dijelaskan dalam

definisi operasional tersebut adalah:
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1. Pengesahan nikah :Penetapan tentang keabsahan nikah, melalui penetapan
Pengadilan Agama untuk mendapatkan Akta Nikah'’

2. Poligami : Perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan menikahi
lebih dari satu isteri dalam waktu bersamaan.'®

3. Putusan : Keputusan Pengadilan Agama atas perkara permohonan

berdasarkan adanya scngketa (kontentius)."

G. Metode Penelitian
1. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer diperoleh dari:
1) Dokumen dan Berita Acara Persidangan (BAP) dan putusan hakim
Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 578/Pdt.G/20007/PA Pas.
tentang s$hat nikah dan izin poligami yang diputuskan dalam satu
majelis.
2) Ketua Pengadilan Agama, anggota majelis hakim dan Panitera

Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan.

'” Ahrum Haerudin. Pengadilan Agama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000), h. 46

'® Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hocve, 1996) Vol 4,
h. 1186

' Taufik Hamami. Kcdudukan dan Eksistensi | ‘cradilan, h. 262
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b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Ekonomi Islam.

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ekonomi Islam
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

2. Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi yaitu: pengambilan data secara tertulis maupun berkas-
berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung
yang ada kaitannya dengan pembahasan
b. Interview yaitu: suatu teknik penggalian data yang diperlukan dengan
mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang
berkompeten, dalam hal ini, ketua pengadilan, angota majclis hakim, dan

panitcra pengganti di Pengadilan Agama Pasuruan.
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3. Teknik Analisa Data
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu melukiskan
kasus permohonan isbat nikah dan izin poligami yang diputuskan dalam satu
majelis, yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan. Kemudian menggunakan
analisis isi (countents analysis), yaitu menganalisis putusan (perkara nomor :
578/Pdt.G/20007/PA Pas) dengan meninjaunya dari Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis memberikan gambaran dalam pembahasan
permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini akan disistemisasikan sebagai
berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dijabarkan latar
belakang masalah dan rumusannya, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pentingnya
hal tersebut penulis tempatkan bab pertama adalah agar pembaca mengetahui
dan memahami permasalahan yang akan dibahas sehingga lebih mempermudah
pembaca untuk memahami skripsi ini.

Bab keduva merupakan landasan teori terhadap pengesahan nikah menurut
perundang-undangan di Indonesia. Bab ini, berisikan pengertian monogami, dan

poligami, alasan-alasan poligami. tata cara pengajuan poligami,pengertian isbat
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nikah, dasar hukum isbat nikah, faktor-faktor yang menyebabkan dan yang
berhak mengajukan isbat nikah. Pengertian poligami, alasan-alasan poligami dan
tata cara izin poligami.

Bab Ketiga Merupakan hasil penelitian terhadap putusan majelis hakim
tehadap ishat nikah dan poligami yang diputuskan dalam satu majelis yang berisi
tentang gambaran umum Pengadilan Agama Pasuruan, status Pengadilan Agama
Pasuruan, letak geografis Pengadilan Agama Pasuruan, kedudukan dan wilayah
bukum Pengadilan Agama Pasuruan, struktur organisasi Pengadilan Agama
Pasuruan, proses penyelesaian pengesahan nikah dalam perkawinan poligami,
alasan dan dasar hukum majelis hakim yang digunakan dalam pengabulan
pengesahan nikah dalam perkawinan poligami, putusan pengadilan agama
tentang pengesahan nikah dalam perkawinan poligami.

Bab kecempat merupakan anilisis yang berisi tentang analisis terhadap
putusan pengadilan agama tentang pengesahan nikah dalam perkawinan poligami
dengan berdasarkan teori yang ada pada bab dua dan penemuan hasil penelitian.

Bab kelima merupakan penutup berisi kesinpulan sebagai jawaban atas

rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran.



BAB I
PENGESAHAN NIKAH DALAM PERUNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengesahan Nikah menurut Perundang-Undangan di Indonesia
1. Monogami
a. Pengertian Monogami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, dari penggalan kata mono atau
monus yang berarti satu, tunggal, tidak ada yang lain dan kata gamein atau
gamos yang berati perkawinan atau kawin'

Secara etimologi, monogami berarti beristri satu. Secara terminologi,
monogami yaitu perkawinan tunggal dimana seorang laki-laki hanya
diperbolehkan mempunyai seorang wanita sebagai istrinya atau sebaliknya.?

Hukum Islam menghendaki bahwa dalam sebuah perkawinan,
hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang istri dan seorang istri
hanya memilii(i seorang suamidalam wakttu yang sama (asas monogami).
Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-nisa’ ayat 3.

By el G 1SS Ob G RsT6 S o U e O
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' Simorang Jungkir, Rudy T. Erdwin, dan Prasetyo, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,

2006), h. 100
- Sudarsono, Kamus Hukum Indunesia, (Jakarta: Rineka Cipta. 1992), h. 280
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Artinya: "Dan jika kamu tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan
yaitu: (bila kamu mengawinnya), maka kawinilah wanita-wanita lain
yang kamu senangi, dua tiga, empat. Kemudian, bila kamu tidak bisa
berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak yang kamu
miliki, yang demikian itu dekat kepada yang tidak berbuat aniaya. (Q.S.
An-Nisa’: 3).°

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa monogami dijadikan asas dalam
ikatan nikah antara perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suaminya.
Di samping itu maksud anjuran beristri satu saja adalah untuk menghindari
seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain
sengsara/menderita apabila seseorang beristri lebih dari satu orang.*

Perikatan perkawinan monogami juga dikenal dalam Agama selain
Islam, diantaranya adalah Agma Kristen. Dalam lapangan pandang pemikiran
Kristen (Barat), perikatan perkawinan monogami diilhami oleh ajaran
Kristen Katholik, bahwa perkawinan itu adalah suatu “sacrament” schingga
ikatan perkawinan itu tidak dapat diputuskan oleh manusia; hanya
kematianlah yang dapat mengakhiri ikatan perkawinan. Berbeda dengan
ketentuan ajaran Kristen, ikatan perkawinan monogami dalam Undang-
Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diilhami oleh perjuangan
wanita Indonesia dalam rangkah emansipasi wanita. Bentuk ikatan

perkawinan monogami ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pada

* Depag Rl, A/-Qur’an dan Terjemahnys, h. 115
* Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, (Jakarta: Presiasi
Pustaka. 2007), h. 44
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asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu

istri saja. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.’

. Poligami

a. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, dari penggalan kata poli atau
polus yang berarti banyak, dan kata gamein atau gamos yang berarti
perkawinan atau kawin.®

Secara etimologi, poligami berarti beristeri banyak. Secara
terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri,
atau seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling
banyak empat orang.’

Menurut Bibit Suprapto, poligami berarti kawin banyak, mungkin
seorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang perempuan
kawin dengan banyak laki-laki.®

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan poligami berarti adat
seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang.’ Sedangkan dalam Ensiklopedi

Hukum Islam, poligami adalah ikatan perkawinan baik dari pihak laki-laki

763

5 -
Ibid. h. 46

¢ Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84

7 Slamet Abidin, dan Aminudin, Figh Munakahat ], (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.

® Bibit Suprapto, Liku-1.iku Poligami, (Yogyakarta: Al-Kausar, 1990) h. 71
° W.].S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 1983), h.
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atau perempuan mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu

bersamaan.'®

Dengan demikian poligami adalah peﬂ(_awinan yang salah satu pihak
(suami) kawin dengan lebih dari satu is;eﬁ dalam waktu bersamaan.
Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan antara
seorang suami dengan seorang isteri. Dalam realitasnya di masyarakat
monogami lebih banyak dipraktekkan daripada poligami dan dianggap
sebagai perkawinan yang ideal.

Pembatasan poligami maksimal empat orang istri dalam waktu
bersamaan, didasarkan kepada hadis Gailan Ibn Salamah, riwayat dari

Abdullah Ibn umar:

N T R T TR AT B A I T RA W AV 0 VR

Z

(S By ol g,) Laryh ygie Y

Artinya: ” Sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai
10 (sepululi) orang istri, mercka bersama-sama dia masuk Islam.
Maka Nabi SAW. memerintakan kepadanya agar memilih empat
orang saja di antara mereka (dan menceraikan yang lainnya).
(Riwayat Ahmad, Al-Tirmizi, dan disahkan oleh Ibn Hiban )M

b. Alasan-Alasan Poligami

Karena pada prinsipnya, dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh

mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih

19 Abdul Aziz, Insiklopedi Hukum Islam, ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996) Vol

4. h.1186
" Al-San’ani, Subu/ Al Salam, Juz 3, (Kairo: Dar lhva® al-Turas al-‘ Araby, 1960). h. 132
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dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak
yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (Pasal 3 ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 teﬂtang Perkawinan). Adapun alasan-
alasan yang menjadi pedoman bagi Pengadilan untuk memberi izin poligami,
ditegaskan dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan
_ beristeri lebih dari seorang apabila :
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan'?
Adapun alasan istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya dapat
disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:
a) Karena istri an suami pisah tempat tinggal.
b) Tidak terpenuhi (tidak cukup) kebutuhan biologis kalau hanya satu
istri saja.
¢) Kemampuan sex suami yang besar sckali, sehingga istri kewalahan
dalam melayani kebutuhan suami.
d) Karena moral istri yang jelek, jadi tidak bisa melaksanakan
kewajibannya.
Sedangkan dengan alasan istri cacat/sakit dapat dirinci lagi

menjadi jenis penyakit atau cacat istri:

"2 1K AP1, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 21



a) Sakit secara umum.

b) Karena istri dioperasi atau disetirilkan.

c) Istri merasa sakit kalau sedang/setelah berhubungan badan dengan
suami.

d) Karena istri menderita sakit psikis/stres.l3

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, alasan-alasan
tersebut mengacu pada pokok perkawinan, itu dilaksanakan, yaitu untuk
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang maha esa, atau dalam rumusan Kompilasi
Hukum Islam, yaitu terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah.

Jika salah satu dari ketiga hal yang disebutkan di atas menimpa
suatu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan
dan kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga akan
menerpanya. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau
suami tidak bisa menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi
kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang
bersangkutan. Demikian juga, apabila istri mendapat cacat badan atau

penyakit yang tidak bisa disembuhkan."*

13 Iskandar Ritonga, Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama. (Jakarta: Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bima Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005), h. 252-

253

171

"4 Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indoncsia. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.
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Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri,
yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk
berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak. Namun jika
suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal, karena keluarga tanpa
ada anak, tidaklah lengkap."

c. Tata Cara Izin Poligami

Permohonan izin beristri lebih dari satu (poligami) diatur dalam Pasal
3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Pasal 40-44 Peraturan
Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Tahun 1974, Pasal 55-59 Kompilasai Hukum Islam.

Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
disebutkan syarat-syarat poligami sebagai berikut:'®
a. (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bérsamaan, terbatas hanya

Sampai empat orang isteri.

(2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku
adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin
dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. (Pasal 55 ayat 1-

3).

'3 1bid. h. 172
' IKAPI. Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Fokus Media, 2003). h. 21
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b. (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin

dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab 8 Peraturan
Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nonor Tahun 1974.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
(Pasal 56 ayat 1-3)

Menurut Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Bab 8 Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974." mengatur izin poligami sebagai berikut;

a. Apabila seseorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang
maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.
(Pasal 40)

b. (1) Kemudian pengadilan memeriksa mengenai Ada atau tidaknya

alasan- alasan yang memungkinkan seseorang seorang suami kawin
lagi ialah:

a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

" Undang-Undang Perkawinan Indancsia, (Wilpres, 2007), h. 44-36
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b) Bahwa istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.

c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunnan.

Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan

maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan,

persetujuan itu harus diucapkan didepan siding pengadilan.

Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan

hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

a)Surat keterangan mengenai penggasilan suami yang
ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

b) Surat keterangan pajak penggasilan, atau

¢) Surat keterangan lain yang dapat ditrima oleh pengadilan.

Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berklaku adil

terhadap istri-istri dan anak-anak mercka dengan pernyataan atau

janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

(Pasal 41 ayat 1-4)

Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan

41 pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang

bersangkutan.
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(2) Pemeriksaan pengadilan untuk ijtu dilakukan oleh hakim selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimahnya surat
permohonan beserta lampiran-lampirannya. (Pasal 42 ayat 1-2)

d. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk
beristrilebihdari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang
berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. (Pasal 43)

e. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan
seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang suami yangakan
beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan yang dimaksud
dalam Pasal 43. (Pasal 44).

Perkara permohonan ijin poligami meskipun berbentuk permohonan
tetapi pada hakekatnya adalah kontentius. Dan harus diproses sebagai
kontentius karena diperlukan persetujuan istri-istri serta untuk melindungi -
hak-hak istri dalam dalam mencari upaya hukum.'®

Menurut A. Mukti Arto tata cara permohonan izin poligami sebagai

berikut:*®

'8 A Mukti Arto, Praktck Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2005), h. 203

" Ibid, h. 240-243
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a. Poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama

Seorang yang berhak beristri lebih dari seorang (poligami) darus

mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Agama ( Pasal 56 ayat 1

Kompilasi Hukum Islam)

b. Kewenangan Relative PA

Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang diajukan kepada

Pengadilan Agama (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan).

c. Surat Permohonan.

1) Surat Permohonan izin beristri lebih dari satu harus memuat:

a) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan
termohon istri/istri-istri;

b) Alasan-alasan beristri lebih dari seorang;

¢) Petitum.

2) Permohonan izin poligami merupakan masalah kotentius, karena
harus ada (diperlukan) persetujuan istri. Karena itu, perkara ini
diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam register Induk -
Perkara Gugatan

d. Pemanggilan pihak-pihak
1) Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan

istri ke persidangan.
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Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur

dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam Pasal 390 HIR.

Pemeriksaan

1)

2)

Pemeriksaan permohonan izin poligami dilakukan oleh majelis hakim
selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan
berserta lampiran-lampirannya (Pasal 42 ayat 2 Peraturan Pemerintah
Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974).

Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk
umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut
pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan,
Pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 17 ayat 1
Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Upaya Damai

1)

2)

Pada sidang pertama pemeriksaan perkara izin poligami, hakim
berusaha mendamaikan (Pasal 130 ayat 1 HIR).

Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut kembali oleh pemohon.

Pembuktian

1

Pengadilan Agama kemudian memcriksa mengenai:
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a) Ada atau tidaknya alasan-alasan yang memungkinkan seorang
suami kawin lagi, sebagai syarat alternatif yaitu:

(1) Bahwa istri tidak dapat menjalakan kewajibanya sebagai istri;

(2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembukan; atau

(3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b) Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan
lisan maupun tertulis, yang dinyatakan di depan sidang.

¢) Ada atau tidak adanya kemampuan suvami untuk menjamin
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
(1) Surat keterangan mengenai penggasilan suami yang

ditandatangani oleh Bendahara tempat bekerja, atau
(2) Surat keterangan pajak penggasilan; atau
(3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau
janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk
itu.

2) Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini
harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali

dalam hal istri telah dipanggil dengan patut dan resmi tctapi tidak
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hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya.
3) Persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi dalam hal:
a) Istri/istn’-istrin;a tidak mungkin dimintai persetujuannya dan
tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian; atau
b) Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 Tahun;
atau
¢) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari
Hakim Pengadilan Agama.
h. Putusan
1) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi
pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama
memberikan putusannya berupa izin untuk beristri dari seorang.
2) Terhadap putusan ini, baik istri maupun suami dapat mengajukan
banding atau kasasi.
i. Biaya Perkara
Biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon. (Pasal 89 ayat 1 Undang-
Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Ekonomi Islam).
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j. Pelaksanaan poligami
Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan
perkawinan seorang suami yang akan beristri dari seorang sebelum ada
izin dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam prespektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum
mengenai poligami yang bboleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan
melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri/istri-istri,
dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. yaitu terwujudnya citaa-
cita dan terwujudnya perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal
dan abadi yang diridhai Allah SWT. Dan didasarkan pada cinta dan kasih
sayang (mawaddah wa rahmah). Karena itu, persoalan yang di mungkinkan
akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut

harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi.”’

B. Isbat Nikah
1. Pengertian Isbat Nikah
Isbat nikah berasal dari dua rangkaian kata, isbat dan nikah. Kata
ishat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab “asbata, yusbitu

i$batan”, yang berarti, penetapan.”’

2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: PT Raja Gralindo Persada, 2003), h.

176 .
2 Rosadi dan Hanafi, Kamus Indoncsia-Arab. (Jakarta: Rineka Cipta. 1995), h. 827-828



Istilah ini ditransfer menjadi bahasa Indonesia. Menurut Ahmad
Warison Munawir, ishat, artinya, penetapan, pengukuhan dan pengiyaan.”?
Peter Salim mengartikan 7$bat adalah penetapan tentang kebenaran nikah®

Sedang kata nikah, dalam istilah figih, disebut (Z'S) dan (z's0)
keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai
dua arti yaitu (pally shgl), Untuk arti yang sebenarnya ialah (a=!) yang
berarti menindih, menghimpit dan berkumpul. Sedangkan arti majasnya,
(kiasan), ialah (sdas!) atau (33a1) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.

Nikah atau pernikahan dalam bahasa Indonesia disebut perkawinan.
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah
akad yang sangat kuat atau misaqan galizan untuk menaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah akad antara suami dan istri
untuk membolekan keduanya bergaul sebagai Suami Istri untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang
mabha esa

Dari beberapa pengertian tentang perkawinan diatas dapat diambil

pengertian bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk

22 Ahmad Warison Munawir, A/--Munawir, Kamus Indonesia - Arab, (Surabaya: Pustaka
Progesif, 1997). h. 146

2 Departemen Pendidikan dan Kcbudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 20001, h. 388
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memperbolekan keduanya bergaul sebagai suami dan istri untukmembuntuk
keluarga yang bahagia dan melaksanakannya merupakan ibadah yang
diperintahkan oleh Allah SWT.

Dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasai Hukum Islam disebutkan
bahwa Isbat nikah adalah suatu penetapan keabsahan nikah yang diajukan
kepengadilan Agama dan pokok alasannya terbatas mengenai hal-hal yang
berkenaan dengan adanya:**

a. Pekawinan Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian

b. Hilangnya Akta Nikah.

c. Adanya Keraguan Antara Sah Dan Tidaknya Salah Satu Syarat
Perkawinan.

d. Adanya Perkawinan Yang Teljadib Sebelum Berlakunya Undang-Undang'
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
pek’awinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Berdasarkan pengertian diatas i$bat secara umum adalah permohonan
yang diajukan kepada Pengadilan Agama agar Suami Istri yang telah

melakukan perkawinan yang disebutkan dalam permohonan dinyatakan sah.

“* IKPL. Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta: Fokusmedia, 2005). h. 8
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2. Dasar Hukum J/$bat Nikah
Isbat Nikah atau pengesahan nikah adalah hukum Acara Peradilan
Hukum Agama yang termasuk perkara Voluntair yaitu perkara yang sifatnya
permohonan dan didalamnya tidak ada sengketa hingga tidak ada lawan.
Adapun proses pengajuannya melalui panitera permohonan., sedangkan
produk pengadilan setelah permohonan itu diperiksa adalah merupakan
penetapan.
Dasar hukum yang diggunkan dalam /sbat Nikah yaitu ada dua
macam menurut Undang-Undang dan menurut syar’.
a. Menurut Undang-Undang
1) Impres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islan"l)

a) Dalam Pasal 2 disebutkan, Perkawinan menurut hukum adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misatiqgan qolizan
untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah.*

b) Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan, agar terjamin ketertiban
perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus
dicatat.

Ayat 2 disebutkan, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1

dilakukan olch Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang

= Ibid,h. 7
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diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang

Pencatatan Nikah, Talaq, dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 32

tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talaq, dan

Rujuk di seluruh luar Daerah Jawa dan Madura.”®

Dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan, perkawinan hanya dapat di

artikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatat

Nikah.

Ayat 2 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta

Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pada Ayat 3 dijelaskan, ishat nikah yang dapat diajukan ke

Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan

dengan:

(1) Adaya perkawinan dalam rangkah penyelesaian perceraian

(2) Hilangnya akta nikah

(3) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(4) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan

% Ibid.,.



Pada ayat 4 dijelaskan, yang berhak mengajukan Permohonan
Isbat Nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah

dan Pihak yang berkepentingan dengan Perkawinan itu.”’

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Pengadilan Agama sebagainama telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ekonomi Islam

a)

b)

Dalam Pasal 49 ayat 1 disebutkan, bahwa Pengadilan Agama

bertugas dan  berwewenang memeriksa, memutuskan,

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-

orang beragama Islam dibidang:

(1) Perkawinan;

(2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan
Hukum Islam.

(3) Wakaf dan shodaqah.

Dalam Pasal 55 disebutkan, tiap pemeriksaan perkara di

pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau

gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut

ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 46 ayat 1 disebutkan, pengadilan tidak boleh

menolak memeriksa atau memutus suatu perkara yang diajukan

2 1bid,
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dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan
wajib memeriksa.

Dalam Pasal 58 ayat 1 disebutkan, pengadilan mengadili dan
menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Pada ayat 2 dijelaskan pengadilan membantu para pencari
keadilan dan berusaha sckeras-kerasnya mengatasi segalah
hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam Pasal 59 ayat 1 disebutkan, sidang pemeriksaan pengadilan
terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentuke;n lain
atau jika hakim dengan lasan-alasan penting yang dicatat dalam
birita acara sidang, memeriksa bahwa pemeriksaan secara
keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.
Dalam Pasal 60 disebutkan penetapan dan putusan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum.

Dalam pasal 62 ayat 1 disebutkan, segala penetapan dan putusan
pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya
juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peratuaran
yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang

dijadikan dasar hukum untuk mengadili.



3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan, tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.?®

4) Peraturan Pemerintah Nomor. 1 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor. 1 Tahun 1974.

a) Dalam Pasal 2 ayat | disebutkan, pencatatan perkawinan bagi
mereka yang melangsungkan perkawianan menurut Agama Islam,
dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Nomor. 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah,
Talaq dan Rujuk.

b) Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan, akta perkawinan yang telah
ditandatangani oleh mempelai itu dan juga telah ditanda tangani
pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri
perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut
agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang
mewakilinya.

c) Dalam Pasal 2 ayat 3 disebutkan, pencatatan perkawinan bagi
mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama dan
kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

Pcncatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana

2 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. (Surabaya: Arkola, 2005), h. 6
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yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai

pencatatan perkawinan.

5) Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama

disebutkan Tahun 2007, (Buku II). Dalam Buku pedoman tersebut

disebutkan tentang pengesahan perkawinan/ isbat nikah sebagai

berikut:

a)

b)

Aturan pengesahan nikah/ 7$bat nikah, dibuat atas dasar adanya
perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak
dicatat oleh pegawai pencatat nikah, (PPN) yang berwenang.
Aturan pengesahan nikah tercantum dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-
Undang Nomor. 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 angka 22 Penjelasan
Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagainama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3
Tahun 2006 tentang Ekonomi Islam dan Pasal 7 ayat 2, 3 dan 4
Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagainama telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Ekonomi
Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang
dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 1

tahun 1974 tentang Pekawinan. akan tetapi Pasal 7 ayat 3 huruf a
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Tahun 1974 tentang Pekawinan. akan tetapi Pasal 7 ayat 3 huruf a
Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan
perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan
sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk kepentingan perceraian.
Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ini banyak di
praktekan di Pengadilan Agama.
Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN banyak berindikasi
penyelundupan hukum untuk mempermudab poligami tanpa
prosedur hukum, memperoleh hak waris, atau hak-hak lain atas
kebendaan. Oleh karena itu, pengadilan agama harus berhati-hati
dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan
nikah/7sbat nikah, agar proses pengesahan nikah/7$bat nikah tidak
dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.
Untuk kepentingan itu, maka proses pengajuan, pemeriksaan dan
penyelesaian permohonan pengesahan nikah//sbat nikah harus
mengikuti petunjuk-petunjuk sebagai berikut:
(1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami
atau istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan

pihak lain yang berkepentingan dengan pcrkawinan tersebut



(2) Proses pemeriksaan permohonan ishat nikah yang diajukan
oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa
penetapan, jika isi penetapan tersebut menolak permohonan
isbat nikah, maka pihak suami istri dapat mengupayakan
kasasi.

(3) Proses pemeriksaan yang dilakukan salah seorang suami atau
istri bersifat kontesius dengan mendudukan istri atau suami
yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon,
produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut
dapat diupayakan banding dan kasasi.

(4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan i$bat nikah
dalam angka 2 dan 3 tersebut diatas diketahui bahwa
suaminya dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka
istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak perkara. Jika
pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan
memasukan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan
tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

(5) Permohonan ishat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah
dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius,
dengan mcndudukan suami dan istri dan/ahli waris lain

sebagai tecrmohon.
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(6) Suami, istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya,
dapat mengajukan permohonan isbat nikah secarah kontensius
dengan mendudq‘kan ahli waris lainnya sebagai pihak
termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan
tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

(7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak
mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka
permohonnan 7$bat nikah diajukan secara volutair, produknya
berupa penetapan, apabila permohonan tersebut ditolak, maka
pemohon dapat mengajukan kasasi.

(8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi
pihak dalam perkara permohonan 7$hat nikah tersebut dalam
angkah 2 dan 6, dapat melakukan perlawanan kepada
pengadilan agama yang memutus, setelah mengetahui ada
penetapan 7$hat nikah.

(9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi
pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam
angka 3, 4 dan 5, dapat mengajukan intervensi kepada
pengadilan agama yang memeriksa perkara isbat nikah

tersebut sclama perkara belum diputus.
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(10) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi
pihak dalam perkara dalam permohonan 7$bat nikah tersebut
dalam angka 3, 4, dan 5, sedangkan permohonan tersebut telah
diputus oleh pengadilan agama, ia dapat mengajukan gugatan
pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh pengadilan
agama tersebut.

(11) Sebelum perkara permohonan pengesahan nikah disidangkan,
pengadilan agama wajib mengumumkan permohonan
pengesan nikah yang diajukan kepadanya sebanyak 3 kali
dalam jangka waktu tiga bulan pada media massa atau cetak
elektronik, dan pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangké
waktu satu bulan dari tanggal pengumuman terakhir.

(12) Pengadilan agama hanya dapat mengabulkan permohonan
isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan
memenuhi syarat dan rukun nikah secara Syariat Islam dan
perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d 10 Undang-Undang
Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44
Kompilasi Hukum Islam.

(13) Pengesahan nikah dapat di gabungkan dengan gugatan
perccraian. Cara penyelesaiannya diputus bersama-sama dalam

satu putusan.
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(14) Pengesahan nikah dapat pula digabungkan dengan gugatan

warisan.
(15) Untuk keseragaman amar putusan antara ........ dengan .......
Y ang dilaksanakan pada tanggal ........ di....... 29

b. Menurut Syar’i

Pada mulanya Syari’at Islam baik dalam Al-Qur’an maupun
sunnah tidak mengatur secara jelas tentang adanya pecatatan perkawinan
ini Beda dengan muamalah yang dalam situasi tertentu diperintakan
untuk menetapkan pecatatan karena adanya tuntutan perkembangan
dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan. Hukum di Indonesia
mengaturnya dengan berbagai peraturan. Oleh sebab itu dalam hal isbat
nikah ini diqiyaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:
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atau tingkatan Pengadilan lainnya.' Sebagai pengadilan tingkat pertama,

Pengadilan Agama Pasuruan berhak untuk memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan pekara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Kompetensi atau wewenang tersebut

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Udang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Ekonomi Islam. Sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang:

1) Perkawinan;

2) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

3) Wakaf dan shadaah

4) Ekonomi syari’ah (Pasal 49 Undang —undang Nomor 3 tahun2006
tentang Ekonomi Islam)?

b. Bidang perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf a ialah
hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai

perkawinan yang berlaku.

! Sulaikin Lubis. /{ukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2006). h. 104

2 Ekomomi syaria. scctor ckonomi syaria yang lebih luas mencakup bank syariah. lcbaga
keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah. rcksadana syariah, obligasi syariah dan
surat berharga berjangkah menengah syariah, sekuritas syariah. pembiayaan syariah, pengadaian syariah,
dana pensiun lembaga kenangan syariah, bisnis ayariah
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendakiah kamu
menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya secara benar. Dan jangan lah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannys, maka
hendaklah yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di
tulis itu), maka hendaklah ia bertagwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.
Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mempu mengimlakkan, maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di
antaramu) . Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) scorang
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yangkamu ridhai,
supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingtkannya.
Janganlah saksi-saksi enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil; dan janganiah kamu jemu menulis hutang itu,
baik kecil ataupun besar sampai batas waktu membayarnya.
Yang demikian itu, febrh 2dii disisi aliah dan lebrh menguvatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
xcraguapmy. (fullsizi my amaiaimy 1tu). Kecwir ka2 muamalah
itu perdagangan tunia yang kamu jalankan di antarakamu, maka
ridak ada dosa bael kamu. (7ka) Kamu (102K menusnva. Len
persaksikanlah apabilah kamu jual belih; dan janganlah penulis
227 saKsT Salne sl moenvuiirKan. JIK2 Ksamy 1a2xukan (vange
demikian). maka sesungeunva hal itu adalah svatv kefasikan
pada dirimu. dan bertaowalah kepada Allah: Allalh mengajarmu:
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dan ,;IOJIab Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah:
282).

Dan juga dalam Surat An-Nisa’ayat 21.

Luouuri.ﬁ Q.L>-\)ua.’u J\ ',_<.¢w 6.491 .u’j 2:)»\:;0:53
Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain
sebagai istri-istri. Dan mereka (1stn-1stnmu) telah mcugamb1l

dari kamu perjanjian yang kvat.” (Q.S. An-Nisa: 213!

Berdasarkan surat Al-Baqarah di atas bahwa jual beli dan masalah
utang piutang saja diharuskan untuk dicatat dan disaksikan oleh saksi
yang adil, apalagi sebuah perkawinan yang merupakan ikatan dan
perjanjian yang suci dan mempunyai hukum yang sangat luas, maka
tidaklah lebih jika pencatatan perkawinan mempunyai hukum yang wajib.
Dari ayat tersebut perkawinan harus dicatat dan dituliskan oleh orang
yang adil.

Sedangkan pada ayat An-Nisa’ ayat 21 dinyatakan perkawinan
adalah perjanjian yang suci, kuat, kokoh (misagan galizan). Maka juga
tidak berlebihan jika permohonan isbat nikah bila dilakukan oleh mereka
yang tidak mempunyai akta nikah dalam perkawinannya, hal ini

disebabkan pencatatan perkawinan mempunyai hukum yang lebih kuat

dari pada jual beli.*

% Depaq R1. A/-Quran dan Terfemahnya. (Surabaya: Mahkota, 1989). h. 70
U Ibid, h. 120
32 Moh. Idvis Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara. 1996), h. 1
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Dalil lain yang dapat digunakan untuk menguatkan keharusan
pencatan perkawinan bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah
adalah badis nabi Saw tentang keharusan menulis wasiat dalam hadis

nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan:

JL;‘:J;’,f;l;w\ 1:afmdy3¢>sw’ % ws;;:a;;;;&-;w\.x;’;;;

sl 1,80 oy Ul AT o b o e § LD G M G- U
Artinya: “Dari Abdullah bin Yusuf berkata: sesungguhnya Rasul bersabda:
Tidaklah pantas seorang muslim yang mempunyai harta yang
akan diwasiatkan membiarkannya dua malam kecuali wasiatnya
telah tertulis di sampingnya. (H.R. Bukhari).*

Isbat nikah mempunyai tujuan untuk mendapatkan Akta Nikah (bukti

outentik), yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat

umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu. Dalam kaidah

Hukum Islam, akta nikah sangatlah penting, karena dengan adanya Akta

Nikah maka perkawinan dapat dibuktikan. Dengan demikian bagi mereka

yang tidak mempunyai akta nikah dianjurkan untuk mengajukan permohonan

isbat atas perkawinan mereka agar dapat mendatangkan maslahah di dalam

kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip.

o ’ °
s .

.’n_‘,:/ o ..o .00 /_//:,.: < .0 °. o 14 °./° %o .
o> (»od.p..)owup)bu b'f’dw‘ffl”u'ffd‘)‘ :L:..A.J‘;).b

L)L"p ARPA|

P

B Al-lmam Al-Bukhari, Sahif Al-Bukhari. (Kairo: Dar Al-Kutub). h. 2
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Artinya: ‘Menolak kemuadorotan, lebih diutamakan dari pada
memperoleh maslahat. Apabila berlawanan antara mafSadat dan
maslahat maka didahulukan mafsadah™>*

Pergerintah dalam mengatur tentang isbat nikah yang dibuktikan

dengan Akta Nikah berdasarkan metode istis/ah atau maslahah mursalah.

. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pengajuan /$bat Nikah

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan diyatakan, suatu perkawinan selain harus mengikuti tata cara
yang ditentukan oleh agama dan kepercayaanya juga harus mengikuti tata
cara yang di tentukan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, tidak semua perkawinan memperoleh Akta Nikah,
contohnya adalah perkawinan di bawah tangan. Adapun yang dimaksud
dengan perkawinan dibawah tangan adalah suatu perkawinan yang
dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Perkawinan/ Nikah (PPN)
dan tidak mempunyai akta nikah.

Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974
tentang perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. bukanlah sebagai
syarat formil untuk mengajukan isbhat nikah. akan tetapi dalam pasal tersebut
hanya sebatas syarat materiil dimana suatu perkawinan dianggap sah apabila
telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun Hukum Islam. Sedangkan

scbagai syarat formil diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1

* Rachmat Syafe’i, flmu Ushul Figih. (Bandung: Pustaka Sctia. 1999), h. 272
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Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum
Islam.

Tidak adanya akta nikah bagi pasangan suami istri menjadi faktor
penyebab terjadinya permohonan isbat nikah, adapun faktor-faktor yang
mejadi penyebab terjadinya permohonan ishat nikah diatur dalam pasal 7
kompilasi hukum Islam sebagai berikut:

a. Ayat 2 menyatakan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan
Akta Nikah, dapat diajukan nikahnya ke Pengadilan Agama.

b. Ayat 3 menyatakan, ishat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan
agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
1) Adanya perkawinan dalam rangkah penyelesaian perceraian.
2) Hilangnya akta nikah.
3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan.

4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan®

" Undang-Undang Perkawinan Ji Indonesia, (Surabaya: Arkola. 2005), h. 181
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4. Alasan-Alasan Pengajuan J/sbat Nikah

Akta nikah sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga

banyak dari meraka yang mengajukan i$hat nikah kepengadilan agama

dikarenakan tidak memiliki akta nikah, kebanyakan dari mereka yang

mengajukan 7$hat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.

karena perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)
tempat perkawinan itu dilangsungkan.

Karena Kutipan Akta Nikah hilang atau terbakar

Nikah yang dilakukan sebelum lahirnya atau berlakunya efektifnya
Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kutipan Akta Nikah hilang atau terbakar dan arsipnya tidak ditemukan
atau tidak ada di KUA setempat.

Karena perkawinan tersebut dilangsungkan diluar negri

Karena perkawinan di bawah tangan.

6

Karena kutipan Akta Nikah di bawa pergi oleh istri atau suami.’
Tidak adanya Kutipan Akta Nikah (KAN), kebanyakan karena

kelalaian suami atau istri atau pihak keluarga yang melangsungkan

pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Hal ini disebabkan karena semata-mata karena ketidak tahuan mereka

terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum). Mungkin pula,

3 Iskandar Ritonga, Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama, (Jakarta: Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen.

2005). h. 236
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karena besarnya biaya yang dibutuhkan apabila mengikuti prosedur resmi
tersebut. Dan faktor-faktor lainnya. Namun, pada sisi lain tidak dapat
dipungkiri juga terjadi karena kelalaian petugas PPN/wakilnya, seperti
kurang tcliti memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah, atau
berkas-berkas yang ada hilang; ada pula karena perkawinan yang dilakukan

sebclum lahimya Undang-Undang perkawinan.®’

3 Ibid h. 238



BAB III
PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN
TERHADAP PENGESAHAN NIKAH DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan
1. Status Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan staatblaat 1. Nomor:
152 tahun 1882, Ketetapan Raja Nomor 24 Tahun 1882, tentang pembentukan
Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama
Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan Ketua KH. Ahmad Rifai
berkantor di Masjid Jami’ dengan jumlah karyawan hanya 5 orang.

Pada tahun 1970 Pengadilan Agama Pasuruan mengontrak bangunan
gedung di J1. Imam Bonjol Nomor 20 baru pada tahun 1975 tepatnya pada
bulan Nopember gedung tersebut diresmikan menjadi gedung Pengadilan
Agama Pasuruan, dan pada tanggal 22 Pebruari 2005 Gedung Pengadilan
Agama Pasuruan yang baru terletak di JI. Ir. H. Juanda Nomor 11 A diresmikan
oleh Kctua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah,

S.H. M.H: Dan sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama

53
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3. Letak Geografis Pengadilan Agama Pasuruan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah yaitu

Kabupaten dan Kota Pasuruan :

a. Secara astronomi Kota Kabupaten
112°55° Bujur Timur 112°30° Bujur Timur
7°40’ Lingtang Selatan 7°30’ Lintang Selatan

b. Secara geografis (alam: laut, selat samudera, sungai) atau secara
administratif wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan , sebagai
berikut:

1) Sebelah Utara dengan Selat Madura;
2) Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo;
3) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang;
4) Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;
Jumlah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan sebanyak

790,216 jiwa

4. Kewenangan Asolute dan kewenangan Relatif Pengadilan Agama Pasuruan
Pengadilan Agama Pasuruan merupakan salah satu dari Pengadilan

Agama yang ada di wilayah Jawa Timur. Setiap Pengadilan Agama memiliki
kekuasaan atau kewenangan absoluf, yaitu kekuasaan pengadilan yang
berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan

pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan
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atau tingkatan Pengadilan lainnya. ! Sebagai pengadilan tingkat pertama,

Pengadilan Agama Pasuruan berhak untuk memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan pekara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Kompetensi atau wewenang tersebut

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Udang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Ekonomi Islam. Sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang:

1) Perkawinan;

2) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

3) Wakaf dan shadaah

4) Ekonomi syari’ah (Pasal 49 Undang —undang Nomor 3 tahun2006
tentang Ekonomi Islam)’

b. Bidang perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf a ialah
hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai

perkawinan yang berlaku.

! Qulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2006), h. 104

2 Ekomomi syaria, scctor ckonomi syaria yang lcbih luas mencakup bank syariah. lcbaga
kcuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, rcksadana syariah, obligasi syariah dan
surat berharga berjangkah menengah syariah, sckuritas syariah, pcmbiayaan syariah, pengadaian syariah,
dana pensiun lembaga keuangan syvariah. bisnis ayariah
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Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 buruf b ialah
penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta
peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan
pembagiaan harta peninggalan tersebut.

Di atas telah dijelaskan bahwa kewenangan absolut peradilan agama

meliputi bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan

sedekah. Mengenai perkawinan rincianya tercantum dalam Undang-Undang

pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ekonomi Islam yaitu:

“mengenai perkara” sengketa perkawinan antara lain:

a.

b.

Izin beristri lebih dari Satu

Izin melangsungkan perkawinan bagi orang belum berusia 21 tahhun dalam
hal Orang Tua atau Wali atau Keluarga dari garis lurus ada perbedaan
pendapat.

Depensasi Kawin.

Pencegahan Perkawinan

Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Nikah

Pembatalan Perkawinan

gugatan kelalaian atas kuwajiban suami istri

Perceraian karcna Talaq

Penyelesaian Harta Bersama
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Disamping mempunyai kewenangan abso/uf, Pengadilan Agama
Pasuruan juga mempunyai kekuasaan refatif; 4 yaitu kekuasaan yang
berhubungan langsung dengan dengan daerah hukum atau wilayah yuridiksi
suatu Pengadilan.

Sedangkan daerah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua
daerah yaitu kabupaten dan kota yang terdiri atas 16 kecamatan dan 228 desa

dengan rincian penduduk sebagai berikut:

No | Kecamatan 1111;:::11 p':nm;::hnk Islam | Kristen | Katolik Hindu Budha
1 Bugul kidul 13 desa | 48.364 | 46.238 879 697 170 380
2 | Purworejo 10desa | 59.161 | 52.894 3.809 788 603 1.067
3 | Gadingrejo 11desa| 56.881 | 52.150 1.484 1.808 718 721
4 | Rejoso - 15desa| 41.866 | 41.818 15 13 5 15
5 Lekok 11desa | 65.582 | 65.553 20 9 - -
6 | Grati 15desa | 71.871 | 71.776 95 - - -
7 | Nguling 15desa | 55.359 | 55.107 135 117 - -
8 | Kraton 25desa | 86.920 | 86.873 24 17 6 -
9 | Pohjentrek 9desa | 26.662 | 26.524 114 10 5 9
10 | Kejayan 25desa | 61.338 | 61.324 13 - - -
11 | Puspo Tdesa| 26.861 | 26.176 21 1 663 -
12 | Gondangwetan | 19desa | 49.689 | 49.534 92 33 15 15
13 | Winongan 18desa | 39.718 | 39.694 15 9 - -
14 | Lumbang 12 desa | 32.849 | 32.849 - - - -
15 | Pasrepan 17 desa | 48.938 | 48.903 - 30 - 5
16 | Tosari 6desa | 18.157 6.205 376 - 11.576 -
Jumlah 228 desa | 790.216 | 763.616 7.092 3.532 13.761 2212

B. Proses Penyelesaian Permohonan Isbat Nikah dan Poligami
Pengadilan Agama Pasuruan yang mengadili perkara-perkara perdata pada

Pengadilan Tingkat Pertama, telah pada Tanggal 19 Juli Tahun 2007 telah

* Roihan A. Rosvid. /fukum Peradilan Agama. (Jakarla, PT. Raja Gratindo Persada, 2006), h. 25
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~menerima Permohonan Pengesahan Poligami dengan Nomor Perkara

578/Pdt.G/2007/PA.pas antara:

1. Pemohon 1, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengasuh pondok
pesantren. AT-TAQWA bertempat tinggal di Dusun Cabean , RT. 02, RW. 08,
Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya disebut
sebagai Pemohon I;

2. Pemohon II, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan- bertempat tinggal di
dusun Cabean, RT. 02, RW 08, desa Mulyorejo Kecamatan Kraton Kabupaten
Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

3. Pemohon III, Umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan-, bertempat tinggal di
Dusun Cabean, RT.02, RW. 08, Desa Mulyorejo Kecamatan Kraton Kabupaten
Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Lawan:

4. Termohom III, Umur 44 Tahun Agama Islam, pekerjaan-, bertempat tinggal di
Dusun Cabean, RT. 02, RW 08, Desa Mulyorejo Kecamatan Kraton Kabupaen

Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Termohon:

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 juli 2007 yang didaftarkan
di kepanitcraan Pengadilan Agama pasuruan tanggal 19 juli 2007 dibawah Nomor :

578/Pdt/PA.pas. mengemukakan hal-hal scbagai berikut:
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Pemohon I dan Termohon adalah Suami Istri sah yang menikah tahun 1975
dihapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo,
Kota Pasuruan,;

Setelah menikah Pemohon I dan Termohon hidup rukun dan telah
dikanuriyai anak 14 orang. bahwa sejak tahun 1985 Termohon sudah tidak mampu
memenui kebutuhan biologis/keinginan Pemohon I untuk melakukan hubungan
suami istri. Meskipun saat itu Pemohon sudah memiliki anak 6 Orang, namun
keinginan Pemohon I untuk melakukan hubungan suami istri seperti awal-awal
menikah, sedangkan Termohon mulai berkurang keinginannya untuk melakukan
hubungan suami istri dengan termohon I;

Pada tahun 1986, Pemohon II mondok di pesantren Pemohon I damn
sekaligus sebagai santri Pemohon I, bahwa selain sebagai santri Pemohon II juga
diberi tugasuntuk membatu mengurus keadaan rumah tangga Pemohon I. setelah
sekitar 2 tahun Pemohon I membatu mengurusi rumah tangga Pemohon I. lama-
kelamaan Pemohon I berniat menikahi Pemohon II;

Keinginan Pemohon I tersebut disampaikan pada Termohon dan ternyata
termohon tidak keberatan dan . menyetujuinya termasuk Permohon II tidak
keberatan di nikahi Pemohon I.

Pada tanggal 15 juli 1989 Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang
menjadai wali adalah ayah Pemohon 11, sudah meninggal dunia (tahun 1994) saksi

1 masih hidup Saksi II masih hidup, dengan maskawin uang sebesar Rp. 50.000,-
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tunai; status Pemohon I saat menikah mempunyai istri sah sedangkan Pemohon II
bersetatus perawan; Bahwa setelah menikah Pemohon II dan Pemohon I hidup
rukun satu rumah. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 13
orang anak.

Pada tahun 1987 Pemohon III juga mondok di pesantren Pemohon I dan
juga di beri tugas membantu mengurusi rumah tangga Pemohon I. bahwa seringnya
Pemohon Il datang kerumah Pemohon I, akhirnya Pemohon I berkeinginan
menikahi Pemohon III karena Pemohon I takut aturan Agama apabila ingin dekat
dengan Pemohon III.

Keinginan Pemohon I, kemudian oleh Pemohon I disampaikan pada
Termohon I sebagai istri pertama dan Pemohon II sebagai istri kedua, ternyata
Termohon dan Pcmohon II tidak keberatan apabila Pemohon I menikah lagi dengan
Pemohon IIT;

Bahwa pada tanggal 25 pebruari 1992, Pemohon I dan Pemohon III menikah
dengan wali ayah, sudah meninggal dunia (tahun 2004) dan yang menjadi saksi 1
dan saksi II keduanya masih hidup, dengan maskawin sebesar Rp. 50.000,-tunai;
status saat menikah Pemohon I mempunyai istri sah 2 orang sedang Pemohon III
perawan;

Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon III hidup rukun dan tinggal
bersama dengan Termohon dan Pcmohon II. bahwa setclah menikah Pemohon I dan

Termohon III sekarang telah dikaruniai 9 orang anak.
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Selama menikah dengan Termohon, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon
I berlaku adil serta mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri-istri serta anak-
anak Pemohon I.

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IIl selama ini sudah berusaha
memperoleh bukti perkawinan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN)
dan usaha Pemohon I, Pemohoon II, dan Pemohon III dilakukan sejak awal menikah,
namun para Pemohon kesulitan memperoleh bukti perkawinan tersebut karena
harus memperoleh pemgesahan poligami yang dilakuakan atas perkawinan
Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III;

Pemohoon I, Pemohon II, dan Pemohon III saat ini sangat memerlukan
bukti outentik perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan
Pemohon III, yaitu Kutipan Akta Nikah, yang nantinya bukti akan dijadikan
sebagai salah satu syarat Administrasi pengurusan Akta Kelahiran, Kelengkapan
Administrasi Sekolah serta lain-lain yang membutuhkan Kutipan Akta Nikah;

Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon
III tidak pernah bercerai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan
keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menjadikan perkawinan Pemohon I dan
Pemohon II terhalang, demikian juga hubungan Pemohon I dengan Pemohon III;

Selama menikah Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon

I11 tidak pernah bercerai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan
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keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menjadikan perkawinan Pemohon I dan

Pemohon II terhalang, demikian juga hubungan Pemohon I dengan Pemohon III;

Proses permohonan izin beristri lebih dari satu diatur dalam pasal 3, 4, dan

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, peraturan pemerintah Agama Pasuruan

sebagai berikut:

1.

Pada tanggal 19 Juli 2007 Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan
permohonan pengesahan poligami dengan membayar biaya perkara sebesar
Rp.306.000,00;

Pada tanggal 20 juli 2007 Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Dra. Azizah
Bajuber, S.H., setelah membaca surat permohonan tertanggal 19 Juli 2007
Nomor 578/Pdt.G/2007/PA.Pas menunjuk :

a. Drs. H. Mu’ayyad, S.H. sebagai ketua majelis

b. Dra. Hj. Lulu’ Rodiyah sebagai hakim anggota

c. Dra. Muslimatul Umaroh sebagai hakim anggota

Pada tanggal 23 Juli 2007 Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Machfudz, S.H.
setelah membaca penetapan ketua Pengadilan Agama Pasuruan Nomor
578/Pdt.G/PA.Pas menugaskan saudara Haries Chozin, S.ag. sebagai panitera

pengganti.

4. Pada Tanggal 23 juli 2007 ketua majelis menentukan:

a. Hari pemeriksaan perkara dan memerintahkan untuk memenggil kedua

belah pihak yang berperkara supaya dating dimuka persidangan pengadilan
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agama pasuruan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, sekaligus
membawah surat-surat serta saksi-saksi sebagai bukti dalam perkara itu.

b. Memerintahkan pula agar kepada pihak termohon diserahkan sehelai
salinan surat permohonan dengan diberitahukan jika dikehendaki dapat
dijawab olehnya atau kuasanya yang sah secara tertulis serta diajukan pada
waktu sidang.

c. Kemudian ketua majelis menentukan tenggang waktu antara hari
memanggil kedua belah pihak yang berperkara dengan hari sidang paling
sedikit harus ada tiga hari

5. Pada hari selasa tanggal 24 juli 2007 jurusita pada pengadilan pasuruan atas
perintah ketua majelis memanggil Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III,
supaya datang dimuka sidang Pengadilan Agama Pasuruan pada hari rabo
Tanggal 01 Agustus 2007 pukul 09:00 WIB untuk pemeriksaan perkara antara
Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III melawan Termohon.

6. Pada hari kamis tanggal 26 juli 2007 jurusita pengganti pada Pengadilan Agama
Pasuruan atas perintah ketua majelis hakim memanggil Termohon supaya
datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Pasuraun pada hari rabu
tanggal 01 Agustus 2007 pukul 09:00 WIB untuk pemeriksaan perkara

permohon izin poligami antara Pemohon I dan Termohon.
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7. Sedangkan tahap-tahap dalam sidang sebagai berikut:

a. Tahap pertama, setelah majelis dibuka untuk umum kemudian majelis
hakim berusaha memberikan pandangan serta nasehat kepada Pemohon,
apabila Pemohon tetap pada pendriaannya maka;

b. Tahap kedua, majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon,
apabila Pemohon tetap pada pendiriannya maka,;

c. Tahap selanjutnya, adalah Tanya jawab, pada tahap ini termohon berhak
mejawab atau menolak permohonan dari Pemohon.

d. Apabila tahap ini telah dilalui maka maka tahap-tahap berikutnya adalah
pembuktian, setelah pembuktian itu sudah selesai kemudian kesimpulan dan
terakhir musyawarah pada majelis hakim untuk menjatukan putusan.

Dalam tahap pembuktian para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai
berikut:
1. Alat bukti surat
a. Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk. 13.33.01/Pw.01/54/2007
tanggal 12 juni 2007 yang di buat di pegawai pencatat nikah pada kantor
urusan agama kecamatan purworejo, kota pasuruan, telah di cocokan dengan
aslinya bermaterai.
b. Foto copy KTP Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Termohon, di

cocokan dengan aslinya tanpa materai.
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c. Surat keterangan penggasilan Pemohon I yang di keluarkan oleh kepala Desa
Mulyorejo, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, tertanggal 16 Juli 2007.

d. Asli surat keterangan izin istri I (termohon) kepada suami (Pemohon I) untuk
menikah lagi dengan istri Il (Pemohon II) tertanggal 19 Juli 2007.

e. Asli surat keterangan izin istri I (termohon) dan Istri II (Pemohon II) kepada
suami (Pemohon I) untuk menikah lagi dengan istri III (Pemohon III)
tertanggal 8 agustus 2007 bermaterai.

f.  Asli surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon I tertanggal 19
juli 2007 bermaterai.

g. Surat kematian dari wali Pemohon II yang meninggal Bulan Rojab Tahun
1994.

h. Surat kematian wali dari Pemohon III pada tanggal 27 Mei Tahun 2004.

2. Alat bukti saksi:

a. Saksi I, umur 35 Tahun, Agama Islam, pekerjaan usaha tokoh, alamat Desa
Sukodono, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pasuruan.

b. Saksi II, umur 35 Tahun, Agama Islam, pekrjaan swasta, alamat Trajeng,
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pasuruan.

c. Saksi III, Umur 38 Tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan, alamat di Desa
Tenggilisrejo, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan.

d. Saksi IV, umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Kecrsa, alamat

Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan.
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C. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang Pengesahan Nikah dalam
Perkawinan Poligami

Permohonan Izin Poligami (beristri lebih dari satu orang) di atur dalam
Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal
40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55-59 Kompilasi
Hukum Islam.

Dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, disebutkan, “Pada asas dalam satu perkawinan, seorang pria hanya
boleh mempunyai seorang istri”. Demikian sebaliknya, seorang wanita hanya boleh
mempunyai seorang suami’. Namun, apabila seorang suami bermaksud beristri
lebih dari seorang, kata Idris Romulyo, maka ia wajib mengajukan permohonan
secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti di maksud Pasal 4 Dan 5
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan
membawah Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang
diperlukan.’

Kemudian, setelah hakim pangadilan agama memeriksa segala persyaratan
yang di di ajukan oleh seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari satu orang,

dan setelah hakim pengadilan agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi

5 Moh.ldris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 13umi Aksara Cet. 1, 1996). h. 184
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Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka hakim pengadilan agama

memberikan keputusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Terhadap putusan ini, baik istri maupun suami apat mengajukan banding dang

kasasi.®

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menyatakan secara sah hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II
poligami pertama yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan pada Tanggal 15 juni 1989;

3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon III
poligami kedua yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan pada Tanggal 25 pebruari 1992;

4. Memerintakan kepada Pemohon I, untuk mencatatkan perkawinannya tersebut
diatas kepada Kantor Urusan Agama Kesamatan Kraton Kabupaten pasuruan
dan memerintakan pula kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kraton untuk mencatat perkawinan para Pemohon tersebut berdasar putusan

ini

® A. Mukli Arlo, Praktek Acara Perdata Pada Pengadilan Agama. (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar.
Cet. 4 2005), h. 236-237
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D. Dasar Hukum yang Digunakan Majelis Hakim dalam Mengabulkan
Pengesahan Nikah dalam Perkawinan Poligami

Dalam persidangan perkara Nomor: 578/Pdt.G/2007/PA.Pas Pemohon
dianggap layak untuk melakukan Poligami ke II dan III menurut majelis hakim,
Pemohon telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan seorang suami untuk
beristri dari satu, baik ditinjau dari hukum Islam maupun perundang-undangngan
yang berlaku.

Mengenai isbat nikah/penetapan nikah yang diajukan oleh Pemohon majelis
hakim berpendapat, bahwa isbat nikah untuk mendapatkan akta nikah dalam
perkara Nomor: 578/Pdt.G/2007/PA.Pas merupakan suatu upaya yang diatur dalam
perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misag al-galid)
perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.
Dengan melalui isbat nikah ini maka perkawinan dibawah tangan yang dilakukan
oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III akan mempunyai kekuatan hukum
schingga dengan adanya akta nikah yang diperoleh dari pengajuan isbat
mempunyai manfaat bagi Pemohon, apabila terjadi perselisihan dikenudian atau
percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang

lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-

? Muayyad, Hakim Ketua pada pcrkara Nomor 578/Pdt.G/2007/PA.Pas., Wawancara, Senin S
Januari 2009 di Pengadilan Agama Pasuruan



71

hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti
otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.®

Majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara /sbat
Nikah dan poligami ini mengacu pada pedoman administrasi dan teknis peradilan
agama yang menyatakan sebagai berikut, apabila seorang suami masih terikat
dalam perkawinan dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus
dijadikan pihak dalam perkara tersebut. Jika Pemohon tidak mau merubah
permohonannya dengan memasukan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan
tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Dalam perkara Nomor:
578/Pdt.G/2007/PA.Pas ternyata Pemohon melibatkan istri pertamanya, dalam hal
ini majelis hakim menempatkan istri pertama sebagi termohon. Dalam proses
persidangan termohon tidak keberatan apabila suaminya/Pemohon melakukan
poligami. Disamping mengacu pada pedaman administrasi dan teknis peradilan
agama yang sudah ada sejak tahun 2007. majelis hakim juga mengacu pada bukti-
bukti dan keterangan saksi-sasi dalam proses persidangan untuk dijadikan dasar
hukum mengabulkan perkara isbat nikah dan poligami ini.>
Perkara ini adalah termsuk wewenang pengadilan agama, sesuai dengan

pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan

agama.

“ Lulu’ rodiyah, Hakim Anggota pada perkara Nomor 378 Pdi.G/2007/PA.Pas., Wawancara.
Senin § Januari 2009 di Pengadilan Agama Pasuruan
’ Muayyad, Hakim Ketua pada perkara Nomor 578/Pdt.G/2007/PA Pas., Wawancara, Scnin 5

Januari 2009 di Pengadilan Agama Pasuruan
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Bahwa berdasarkan bukti surat burupa foto copy duplikat kutipan Aktah
Nikah Nomor Kk.13.33.01/Pw.01/54/2007 Tanggal 12 Juni Tahun 2007 yang
dibuat oleh Kator Urusan Agama Kecamatan Purworcjo, Kota Pasuruan dan
pengakuan Termohon ‘harus dinyatakan terbukti bawah Pemohon I terikat dalam
ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon.

Bahwa dalam perkara ini Pemohon I pada pokokmya mengajukan
permohonan isbat nikah yang telah dilakukannya dengan Pemohon II pada Tanggal
15 Juni Tahun 1989 dan dengan Pemohon III pada Tanggal 25 Pebruari 1992,
sehingga pernikahan yang telah dilakukannya tersebut mempunyai kekuatan hukum
dan tercatat sesuai dengan kekeatan hukum.

Bahwa karenanya dalam perkara ini harus dipertimbangkan mengenai
sahnya pernikahan tersebut yang meliputi syarat dan rukunnya dann di
pertimbangkan pula mengenai alasan dan syarat-syarat untuk beristri lebih dari
satu (poligami) sebagai mana adiatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 41 a, b, ¢ dan d jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat 2, Pasal 57 ayat 2
dan Pasal 58 ayat 1

Bahwa alasan Pemohon I untuk berpoligami dengan Pemohon II adalah
karena Termohon sering mcnolak melanyani Pemohon I dalam hubungan biologis

dengan alasan capek, dan di persidangan ternyata di akui oleh Termohon. Bahwa
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Termohan sering menolak karena kecapekan, hal ini menurut hakim majelis
Termohon dapat di kategorikan sebagai istri yang tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai istri, sechingga sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 2 huruf a
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 41 ayat huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka terbukti
ada alasan bagi Pemohon untuk melakukan Poligami dengan Pemohon II

Demikian pula alasan Pemohon I untuk berpoligami dengan Pemohon III
adalah karena Termohon sebagai istri I dan juga Pemohon II sebagai istri kedua
sering menolak melayani Pemohon I dalam hubungan biologis dengan alasan capek,
dan di persidangan hal ini di akui oleh Termohon sebagai istri pertama dan
Pemohon II sebagai istri kedua bahwa mereka menolak karena kecapeaan, hal ini
menurut majelis hakim Termohon dan Pemohon II dapat dikategorikan sebagai istri
yang tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai, sehingga sesuai dengan bunyi
pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomorl Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal
41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 a Kompilasi Hukum Islam
maka terbukti ada alasan bagi Permohon I untuk melakukan Poligami dengan
Pemohon I1I tersebut. Adapun syarat-syarat yang dimaksud tersebut adalah sebagai

berikut:
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Adanya persetujuan dari istri-istri

Berdasarkan surat bukti dan juga keterangan saksi yang dipersidangan
ternyata isinya telah dakuui kebenaranya oleh termohon maupun oleh Pemohon
I, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dalam pemikahannya dengan
Pemohon II telah mendapat ijin dari termohon sebagai istri I dan telah terbukti
pula bahwa Pemohon I dalam pernikahannya dengan Pemohon III, telah
mendapat izin dari istri-istrinya yaitu Termohon dan Pemohon II.

Adanya kepastian bahwa Pemohon I mampu menjamin keperluan-keperluan
hidup istri-istri maupun anak-anak mereka.

Berdasarkan surat bukti, dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi
Pemohon di atas, terbukti bahwa Pemohon I sebagai pengasuh pondak
pesantren memiliki penghasilan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
perbulan, selain itu memiliki 5 Hektar sawah dan kebun mangga. Hal ini
menurut majelis Pemohon telah berhasil membuktikan adanya kepastian
bahww Pemohon I mampu menjamin keperluan hidup istri-istri mapun anak-
anak méreka.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan
Anak-anak mereka
Pemohon I telah menyatakaknnya secara lisan di persidangan

sebagaimana di persidangan sebagai mana isinya telah dituangkan pula tertulis
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dalam surat bukti sehingga oleh karenanya menurut majelis Pemohon I dapat
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim
berpendapat bahwa untuk melakukan poligami kesatu dan kedua, Pemohon I
telah cukup dan telah memenuhi syarat utama dan syarat-syarat lain yang
ditentukan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku,
demikian pula mengenai perkawinan poligami Pemohon I dengan Pemohon II
maupun dengan Pemohon III, telah terbukti memenuhi syarat dan rukunnya
menurut Agama Islam, sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal
2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor]l Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo Pasal 4 kompilasi hukum Islam maka Perkawinan yang telah dilakukan oleh
para Pemohon tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum dan permohonan

para Pemohon dapat dikabulkan.



BAB 1V
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TENTANG PENGESAHAN NIKAH DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI

. Analisis terhadap Pengesahan Nikah dalam Perkawinan Poligami
Dalam Kompilasai. Hukum Islam disebutkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 bahwa
isbat nikah adalah pengesahan nikah yang diajukan olah suami ke Pengadilan

Agama dan pokok alasannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

adanya:'

1. Pekawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

2. Hilangnya akta nikah.

3. Adanya keraguan antara sah dan tidaknya salah satu syarat perkawinan

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
pekawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Pencatatan nikah menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974

tentang Pcrkawinan adalah:

VIKPL. Kompilasi Hukum Islam, (Jakaria Fokus Media, 2005), h. 8

76
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a) Pasal 2 ayat 2 menyatakan, tiap-tiap perkawinan di catat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pasal 56 ayat 2 menyatakan, dalam waktu satu tahun setelah suami istri

itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di
daftarkan dikantor pencatatan perkawinan tempat mereka tinggal.

Sedangkan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Ekonomi Islam yaitu: “mengenai perkara” sengketa perkawinan antara lain:

a.

b.

Izin beristri lebih dari Satu

Izin melangsungkan perkawinan bagi orang belum berusia 21 tahhun
dalam hal Orang Tua atau Wali atau Keluarga dari garis lurus ada
perbedaan pendapat.

Depensasi Kawin.

Pencegahan Perkawinan

Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Nikah

Pembatalan Perkawinan

gugatan kelalaian atas kuwajiban suami istri

Perceraian karena Talaq

Penyelesaian Harta Bersama

Mcngenai Pengasuhan Anak
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k. Ibu dapat memikul biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak bilamana
Bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya

. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh Suami kepada
bekas Istri atau penentuan suatu kewajiban bekas Istri

m. Pemutusan sah atau tidaknya seorang Anak

n. Pemutusan tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

0. pencabutan tentang kekuasaan wali

p. Penunjukan Orang lain sebagi Wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan

- ‘Wali dicabut - - TR e

q. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap Wali yang tidak
menyebabkan kerugian atau harta benda Anak yang ada di bahwa
kekuasaannya

r. Penetapan asal-usul Seorang Anak

s. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan
perkawinan campuran

t. Pernyataan tetang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang Nomorl Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut

peraturan yang lain.?

Y Jhid. h. 107-108
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Pengesahan nikah//sbat nikah, termasuk perkara volutair karena didalam

perkara isbat nikah tidak terdapat sengketa, schingga tidak ada lawan. Dan

perkara-perkara volutair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:

1.

Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk

melakukan tindakan hukum;

2. Penetapan pengangkatan wali;

3. Penetapan pengangkatan anak;

4. Penetapan pengesahan nikah (isbat Nikah);

5. Penetapan wali adhol, dsb

Di dalam Pedomon Teknis Administrasi dan Teknik Peradilan Agama di
sebutkan bahwa:

1. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah
seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukan suami atau
istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya
berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan
kasasi.

2. Apabilah dalam proses pengdilan di atas diketaui bahwa suami masih terikat

dalam perkawinan sah dengan wanita lain, maka istri terdahulu tersebut
barus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubahnya
dengan memasukan istri tcrdahulu sebagai pihak, pcrmohonan tersebut harus

dinyatakan tidak ditcrima.
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Pengadilan Agama Pasuruvan yang mengadili perkara-perkara perdata
pada Pengadilan Tingkat Pertama, pada tanggal 19 Juli 2007 telah menerima
Pengesahan Nikah dalam Perkawinan Poligami permohonan dengan Nomor :
0578/Pdt.G/2007PA.pas antara:

1. Pemohon I, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengasuh pondok
pesantren. AT-TAQWA bertempat tinggal di Dusun Cabean , RT. 02, RW.
08, Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya
disebut sebagai Pemohon I;

2. Pemohon II, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan- bertempat tinggal di
dusun Cabean, RT. 02, RW 08, desa Mulyorejo Kecamatan Kraton
Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

3. Pemohon ITI, Umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan-, bertempat tinggal di
Dusun Cabean, RT.02, RW. 08, Desa Mulyorejo Kecamatan Kraton
Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Lawan:

4. Termohon Umur 44 Tahun Agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di
Dusun Cabean, RT. 02, RW 08, Desa Mulyorejo Kecamatan Kraton
Kabupaen Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Termohon:

Walaupun 7ébat nikah adalah perkara Volutair, akan tetapi apabila dilihat
dari permohonan pemohon diatas, maka perkara /$hat nikah termasuk pcrkara

kontcnsius, dan apabila dilihat dari jenis perkaranya, permohonan pcngcsahan
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poligami di atas masuk dalam katagori komulasi perkara, karena dalam

permohonan di atas ada dua masalah, yang pertama masalah isbat nikah dan yang

kedua masalah poligami.
Sedangkan perkara yang dapat digabungkan (komulasi perkara) menurut

Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat 7 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 yang

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Ekonomi

Syariah jo Pedaman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama huruf e

poin 13 dan 14 Buku II Tahun 2007 hanya mengenai:

1. Permohonan pengesahan anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri
dapat diajukan bersama-sama dengan dengan permohonan cerai talaq
ataupun sesudah ikrar talaq diucapkan. (Pasal 66 ayat 5)

2. Gugatan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dapat diajukan
bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan
perceraian memperolah kekuvatan hukum tetap. (Pasal 86 ayat 1)

3. Pengesahan nikah dapat digabungkan dengan gugatan perceraian. Cara
perceraiannya diputus bersama-sama dalam satu putusan. (Huruf e poin 13
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Tahun
2007)

4. Pengesahan nikah dapat pula digabung kan dengan gugatan warisan. (Poin 14
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pcradilan Agama Buku 11 Tahun

2007).
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Dalam menerima permohonan ishat nikah poligami, majelis hakim
Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada Pedoman Teknis Administrsi dan
Teknis Peradilan Agama Buku I Tahun 2007, bahwa apabila suami masib terikat
dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu
tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara.’

Sebenarnya, apabila merujuk kepada apa yang diatur dalam Pasal 49
huruf a, Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Ekonomi Syariah jo Pedamoan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Agama huruf e Poin 13 dan 14 Buku IT Tahun 2007 seharusnya hakim menolak
pengesahan nikah dalam perkawinan poligami, karena di dalam perundang-
undangan di atas tidak satupun yang mengatur tentang pengesahan nikah dalam

perkawinan poligami.

B. Analisis Terhadap Alasan-Alasan Majelis Hakim Dalam Memberikan Ijin
Poligami/ Pengesahan Poligami

Karena pada prinsipnya, dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari
seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang

3 Muayyad, Ilakim kctua pada perkara no. 578/Pd1.G/2007/PA.Pas, Wawancara. Senin, 5
Januari 2009 di Pengadilan Agama Pasuruan
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Perkawinan). Adapun alasan-alasan alternatif yang menjadi pedoman bagi
Pengadilan untuk memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 57 Kompilasi
Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin
kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat discmbuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan*
Adapun alasan istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya dapat
disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:
1. Karena istri dan suami pisah tempat tinggal.
2. Tidak terpenuhi (tidak cukup) kebutuhan biologis kalau hanya satu istri saja.
3. Kemampuan seks suami yang besar sekali, sehingga istri kewalahan dalam
melayani kebutuhan suami.
4. Karena moral istri yang jelek, jadi tidak bisa melaksanakan kewajibannya.
Sedangkan dengan alasan istri cacat/sakit dapat dirinci lagi menjadi jenis
penyakit atau cacat istri:
1. Sakit secara umum.
2. Karena istri dioperasi atau disetirilkan.

3. Istri merasa sakit kalau sedang/setelah berhubungan badan dengan suami.

YIKAPL, Kompilasi Hukom Isfam, (Bandung: I okusmedia, 2005), h. 21
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4. Karena istri menderita sakit psikis/stres.’

Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, alasan-alasan
tersebut mengacu pada pokok perkawinan, itu dilaksanakan, yaitu untuk
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang maha esa, atau dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, yaitu
terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmabh.

Jika salah satu dari ketiga hal yang disecbutkan di atas menimpa suatu
keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan
kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga akan Igenerpanya.
Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak bisa
menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu
laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Demikian juga, apabila istri
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.®

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang
istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami.
Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak. Namun jika suami ingin
berpoligami, adalah wajar dan masuk akal, karena keluarga tanpa ada anak,

tidaklah lengkap.’

> Iskandar Ritonga, Hak-Hak Wanita Dalan Putusan Peradilan Agami. (Jakarta: Program
Peningkatan Kualitas Pclayanan Publik Ditjen Bima Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005), h. 252-253
¢ Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indoncesiza ()akarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003), h. 171
7 . -~
1bid h. 172
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Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat dijelaskan bahwa data atau
putusan nomor :578/Pdt.G/2007/PA.pas yang berhasil di peroleh sebagai berikut;

Pemohon I sebagai suami menikah dengan termohon pada Tahun 1975 di
hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan purworejo,
kota pasuruan dan dan selama menikah mereka dikaruniai 14 orang anak, sejak
tahun 1985 termohon sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis
pemohon.

Pada Tanggal 15 Juni Tahun 1989 Pemohon I dan Pemohon II menikah
dengan persetujuan termohon tetapi pernikahan ini dilakukan menurut agama
saja, tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Dalam pernikahannya ini mereka
dikaruniai 12 orang anak.

Pada Tanggal 25 Pebruari Tahun 1992 Pemohon I menikah lagi dengan
pemohon III, hal ini dikarenakan Pemohon I takut melanggar aturan Agama
apabila ingin dekat dekat dengan Pemohon III. Dan pernikahan ini tidak
dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Dan pernikahan ini mendapat ijin
dari termohon dan pemohon. Dari pernikahan ini mereka di karunia 6 orang anak.

Alasan Pemohon I untuk berpoligami dengan Pemohon II adalah karena
Termohon sering menolak melanyani Pemohon I dalam hubungan biologis
dengan alasan capek, dan di persidangan ternyata diakui oleh Termohon bahwa
termohan scring menolak karena kccapekan. Demikian pula alasan Pemohon

untuk berpoligami dengan Pemohon 111, adalah karena Tcrmohon sebagai istri |
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dan juga Pemohon II sebagai istri kedua sering menolak melayani Pemohon I
dalam hubungan biologis dengan alasan capek, dan di persidangan hal ini diakui
oleh Termohon sebagai istri kedua bahwa mereka menolak karena kecapekan.
Hal ini menurut hakim majelis, Termohon dapat dikategorikan sebagai istri yang
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, sehingga sesuai dengan bunyi
Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tcntang Perkawinan
jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1974 dan Pasal 57 huruf a
Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti ada alasan bagi pemohon untuk
melakukan Poligami dengan Pemohon II.

Sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka terbukti ada
alasan bagi pemohon untuk melakukan poligami dengan Pemohon III tersebut.
Adapun syarat-syarat komulatif yang diharuskan adalah sebagai berikut:
1. Adanya persetujuan dari istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa pemohon I mampu menjamin keperluan hidup istri-

istri maupun anak-anak mereka

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anak mereka
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Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang menjadikan majelis hakim
berpendapat bahwa untuk melakukan poligami kesatu dan kedua, Pemohon I
telah cukup dan telah memenuhi syarat utama dan syarat-syarat lain yang
ditentukan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pula mengenai perkawinan poligami, Pemohon I dengan Pemohon II
maupun dengan Pemohon III, telah terbukti memenuhi syarat dan rukunnya
menurut Agama Islam, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 4
Kompilasi Hukum Islam, maka Perkawinan yang telah dilakukan oleh para
Pemohon tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum dan permohonan para
Pemohon dapat dikabulkan.

Ditegaskan pada Pasal 56 ayat I Kopilasi Hukum Islam, menyatakan,
Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari
pengadilan agama. Bila majelis hakim berpedoman pada pasal tersebut,
seharusnya, majelis hakim menolak permohonan pengesahan poligami ini,
karena, izin poligami bisa diterima sebelum/akan melakukan poligami.
Sedangkan dalam perkara Nomor : 578/Pdt.G/2007/PA.pas. pernikahan poligani
tersebut telah dilakukan dibawah tangan dan Sah menurut Agama, dan
scharusnya majelis hakim tidak mengabulkan pengesahan nikah dalam
perkawinan poligami ini, dan menyatakan status perkawinan antara Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon I scperti semula, sah menurut Agama saja dan tidak

sah menurut Negara.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis terhadap masalah yang

dibahas, dalam rangka menjawab persoalan penclitian, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Proses pengajuan pengesahan nikah dalam perkawinan poligami di
Pengadilan Agama Pasuruan dilakukan sebagaimana prosedur pengajuan
perkara di pengadilan agama seperti perkara yang lain, yaitu sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang
Ekonomi Syariah jo. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang
Ekonomi Syariah perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama. Hal ini dilakukan, karena pada dasarnya, perkara
yang diajukan adalah permohonan 7$bat nikah. Namun pada perkara ini, i$bat
nikah yang diajukan adalah pernikahan poligami, sehingga majelis hakim
perlu memproses izin poligami terlebih dahulu, kemudian memproses isbat
nikahnya.

Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pcngadilan Agama Pasuruan

dalam menyelesaikan pengesahan nikah dalam perkawinan poligami adalah

88
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majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada Poin 4 Pedoman
Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Tahun 2007 Buku II. Adapun
pertimbangan hukum yang dipakai dalam menyelesaikan perkara J$bat nikah
adalah; pertama, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
Buku II Tahun 2007. Kedua, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor. 3
tentang Ekonomi Islam, perubahan atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama.

Analisis terhadap pengesahan nikah dalam perkawinan poligami dapat
disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam menggabulkan permohonan
pengasahan nikah dalam perkawinan poligami tidaklah tepat, karena tidak
satupun perundang-undangan yang ada di Indonesia mengatur masalah

tersebut.

B. Saran

1.

Diharapkan bagi hakim yang menangani perkara masalah perdata, khususnya
masalah pengesahan nikah dalam perkawinan poligami, tentunya tidak harus
langsung memakai Pasal-Pasal sebagaimana peraturan yang ada, melainkan
harus dikaji terlebih dahulu pasal-pasal tersebut sesuai dengan hukum Islam
dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kenyataan

yang ada agar hukum bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
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2. Realitas yang ada di lapangan menunjukan masih ditemukan putusan-putusan
hakim yang tidak memenuhi standar yang ada, baik dari aspek hukum
acaranya maupun penerapan hukumnya, karenanya diharapkan pada para
hakim secara khusus dan juga kepada lembaga yang berwenang dalam
mengawasi dan membinanya, agar terus-menerus mengupayakan peningkatan

profesionalitas para hakim agama khususnya di Pengadilan Agama Pasuruan.
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